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' 
BUPAT!'BUTON TENGAH, 

iimbanq : a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang· penting gun a membiayai 
pelaksanaan pemerintahan daerah dilaksanakan 
berdasarkan prinslp _ dernokrasi, · pemerataan dan 
keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas 

.·:.- dengan memperhatikan potensi daerah; 

b. bahwa berhubung Undang-u:ndang Nomor 34 Tahun 
2000 tentanq Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
18 tahun 1997 tentang Palek Daerah dan Retribusl 
Daemh telah diubah dengan Undanq-Undanq Nornor 
28 Tahun 2009; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqimana 
dimaksud . pad a huruf. a dan b, perlu · diatur dan 
ditetapkan peraturan daerah. 

'! 

BUPATIBUTONTENGAH 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH 

NOMOR 9 TAHUN 2016 

TENT ANG 

PAJAK HOTEL - 
' . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

.I t q 



: . 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentanq Hokum 
Acara Ptdana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lemoaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3~0-9); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurr 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun ·1981 Nomor· 76, Tarnbahan Lembaran Negarc 
R~publik Indonesia Tahu~ 1~81-Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 1997 tentang Badar 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negar~ 
Repub\ik Indonesia Tahun 1::;97 Nomor 40, Tambahar 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentarf 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembara1 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 
Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesl 
Nomor 3686); • 

5. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2002 tentan 
Pengadilan Pajak· (Lembaran Negara Republi 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembara 

. Negara Republik 1 ndonesia Nomor 4189); 

6. 'Undanq-Undanq Nomor 17 Tahun 2003 tentan 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4286); 

.. 

' 

engingat: 

. -;; 



,. 
' ~ 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53,_ Tambahan Lembaran Negara. Republik 
lndonesia Nomor 4389); · · 

8. Undang-Unc;fang Nomor 33 _ Tahun 2004 t_entang 
Perimbangan · Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

. Pemelintah · Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia .Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan 
Lembaran Neqara Republ'k Indonesia Nomor 4438); 

9. Undanq-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
· Daerah dan · Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndon_esia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Repubilklndonesia Nornor 5049); 

. .·:). 

10. Undang-Und~ng Nomor 1_5 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupater. Buton Tengah di Provinsi 
Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara 
RepLiblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5562); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanq 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia - Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

! Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (lembaran 
Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
T ambahan Lembaran Negara Republik lndoesia 5679); 

:·-=~·'"'·.· 
_·;: 
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.u, •. 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentanq 
Kewenanqan Pernerintah dan Kewenangan Pemerintah 

, Pr0vinsi sebaqai Dserah Otonom; 

13. Peraturan _ Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

. Lernbaran Negara Republik Indonesia Nonior 4578); 



i,_.·. 

• 

lalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
: 

Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah; 
· Pernerintah Daerah adalah adalah Bupatl dan Perangkat Daeral 

sebagai unsur penyelengqara pemerintahan daerah; 

l. Bupati adalah Bupati Buton T engah; 

k Pejabat adalah Pegawai yang diberi tuga_s tertentu di bidang Paja 
daerah sesuai dengan Peraturan perundariq-undanqan yang berlaku; 

i. Pajak Hotel yang seianjutnya disebut Pajak ad'alah pungutan daera 
atas penyelenqqaraarv pelayanan oleh Hotel; 

! Pasal 1 · 

KETEWTUAN UMUM 

SABI 

DEWAN PERWAKIL.AN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BUTON TENGAH 

Dan 
BUPATI BUTON TENGAH 

M EM U T us KA N 

Menetapkan : 'PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL 

• 

. ~· 

Dengan Persetujuan Bersama 
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• 

:: 

. Hotel .adalah fasiiitas · penyedia jasa penginapan/peristirahatan 
; termasuk . jasa terkait . lainnya denqan dipungut ·bayaran, yang 

me.ncakup juga motel, losrnen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 
, pesanggrahan, rurnah penginapan da~_sejenisnya, serta rumah kos; 

Penyelenggara Hotel adalah orang pribadi atau badan · yartg· 
~ menyele.nggaral:<an hotel baik untuk dan .. atas namanya sendiri atau 

dan atas nama pihak lain yang menjadi yanggungannya. 
Subjek pajak hotel yang selanjutriya disebuf subjek pajak adalah 
orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 
Wajib Pajak hotel yang selaniutnya disebut wajib pajak adalah oran·g · 
pribadi atau Badan, meliputi penibayar pajak, pemotong .pajak, dan 
pemungut pajakt .yarig_ mempunyai hak dan kewajiban; 

. Sadan adalah sekurnpulan orang. atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang rnelakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasl, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi · massa, 
organisasi sosial politik, atau orqanisasi sejenis, lembaga, bentuk 
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; 

. Pengunjung adalah setiap orang yanQ'menggunakan atau menikmati 
fasilitas{Jasa yang disediakan oleh penyelenggara Hotel. Kecuali 
penyel.enggara, karyawan, dan petugas yang dipekerjakan oleh Hotel; 



• 

2. Pajat< yang terutanq adalah .pajak yang .harus dibayar pada suan 
:· saat' dalam Masa· Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagiar 
·. Tahun Pajak sesuai dengan · ketentuan peraturan perundang· 
· undangan perpaiakandaerah: 

3. Surat Pernberitahua·n Pajak Daerah, iang selanjutnya disihgka 
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untul 
rnelaporkan penqhitunqan dan/atau pembayaran pajak, objek sert, 
rurnah kos dengan jurnlarr kamar lebih dari 10 ( sepuluh ) . . 

4.-Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalal 
surat yang diqunakan oleh \,yajib Pajak untuk melakukan pernbayarai 
atau penyetoran palak yan~ terutang ke Kas Daerah atau ke temps 
lain yang ditetepkan olen Kepala Daerah; 

5. Surat Ketetapan Pajak·. Daerah ya~g selanjutnya disingkat SKPI 
adalah Surat Keputusan yang rneneritukan besarnya jumlah poko 
pajak yang terutang; · 

3. .suret Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjuty 
disingkat SKPDKB adalah Surat Keletapan Pajak yang menentuka 
besarnya jumlah pokok pajak, Jumlah kredit pajak, jumlah kekuranga 
pembayaran · pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumla 
pajak yang masih harus dibayar; 

7. Surat· Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yan 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yan 
menentukan tarnbahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan: 

B. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutny 
disinqkat SKPDLB, -adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentuka 
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak _lebi 
besar dari pada pajak yang terutanq atau seharusnya tidak terutang; 

. i! ., - 



I. 

, Surat, Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingka:t 
; sKPDN. adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang 
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak 

e terutang dan tidak ada kredit pajak; · 

Surat Tagihan Pajak Daerah,· yang selanjuthya disingkat STPD, 
adalah sur.at · untuk rnelakukan tagihan pajak dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda; · 

_ Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutanq, Surat Ketetapan 
Paiak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Daerah Kuranq Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar, atau 
terhadap pernotongan atau perilungutan oleh pihak ke tiga yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

,•·, ~· 

Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa 
Pajak atas banding - · terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak; ' 

Pemeriksaan adalah seranqkaian kegiatan menghimpun dan 
rnenqolah data, ·keterangan dan I atau bukti yang dilaksanakan secara 
obyektif dan profesional berdasarkan. suatu standar · pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pernenuhan 'kewajban perpajakan daerah 

- dan I atau untuk tujuan lain dalam rangka rnelaksanakan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. 

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah 
semngkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil, _ yang selanjutnya . dlsebut penyidik, untuk mencari serta 
rnenqumpulkan bukti yang dengan bukti itu rnembuat teranq tinda~ 
pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta· .. rnenernukar 
tersa ng ka nya. 

. 'll · . -~ 



idak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ay 
) adalah : · · 

ternpat tinggal asrarna yang diselenggarakan oleh Pemerintah at, 
Pemerintah Daerah;. 

jasatempat tinggaLdi pusat pendidikan atau keqiatan keagamaan; 
. .1-:· 

jas"a tempat tinggal di rumah sakit, a~ram~ perawat, panti jompo, pal 
asuhan, dan panti sosial lainnya yang 'sejenis: dan 

Pasal4 

: 

I) Objek Pajak. Hotel adalah peiayanan yang disedial<an olen Hot 
dengan pembayaran, terrnasuk jasa penunjang sebagai · kelengkapc 
Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamana 
termasuk fasilitas olahraga dan hlburan, 

!) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), rnelipi 
. fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cu, 
seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang dlsedlaks 
atau dikelola Hotel. 

Pasal 3 · 

tengah nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yan.Q disediaka 
leh Hotel. 

Pasal2 

NAMA~ OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

BAS II 

.. --~J. ! ;~.I 
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Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hotel sebagai berikut : 

a. untuk jenis hotel yang dilengkapi dengan fasilitas jasa penunjang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan 10 % 
(sepuluh persen) dari omzet; 

b. untuk motel dan losmen, ditetapkan sebesar 7 % (sepuluh persen) 
dari omzet, 

c. wisma pariwisata, · gubuk pariwisata .. v g.~.sang9.~ahan, ditetapkan 
sebesar 5 % (lirna persen) dari omzet; 

. Pasal7 

aiau yang . iar pengenaan Pajak acalah jumlah pembayaran 
arusnya dibayar kepada Hotel. 

PasaI6 

DASAR PENGENAAN, TARiF DAN CARA PERHITUNGAN 

BAB Ill 

subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
( pembayaran kepada orang atau badanyang rnengusahakan hotel. 

Wajib Pajak adalah orang. pribadl atau badan yang mengusahakan 
Hotel. 

Pasal5 

, jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan ole~ 
~ Hotel yang dlrnantaatkanolehumurn. · 



BABV ,. 
· MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG 

Pasal10 
a pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender yang 
[adi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, rnenvetor, dan 
sporxan pajak terutang.- 

~ :Pajak yang terutanq ·dipungut di wilayah daerah tempat pengusahaan 
el. 
Pernunqutan Pajak tidak dapat diborongkan. 

·. ·. Pasal 9 

BABIV 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

;arnya_ .. ; .. Pajak terutanq dihitung dengan cara menqalikan tarif · 
•agaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengah dasar pengenaan pajak 
sagaimana dimaksud dalam Pasal 6. . . 

Pasal8 

¥. rurnah penginapan, rumah kos dan sejenlsnya ditetapkan sebesar 5 % 
~ (lima pe_rsen) dari omzet: 
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!tiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. 

1>TPD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) harus diisi dengan 
as, benar dan lengkap -serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau 
asanya. 

'TPDft:sebagaimana dimaksud Pada ~ia.t :{1 ), harus disampaikan 
pada Kepala Daerah selamoat-tarnoatnya .. 15 (lima belas) hari 
telahberakhltnya masa pajak. . 

mtuk, isi dan tata cara penqlsian - dan penyampaian SPTPD 
etapkan oleh Kepala Daerah. 

;: 

Pasal12 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

· BAB VI 

Pasal 11 ,, 
i . . ·.· ···· .. 
Pajak terutang adalah pada saat penggunaan pelayanan dan I atau 
'3yaran Hotel. 



. ~.; .. 

_ Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya paja 
Kepala Daerah dapat menerbitkan : · 

a. SKPDKB dalam hal : 

1) jika berdasarkan hash pemeriksaan atau keterangan lain, paj, 
yang terutang tidak atau kurang di bayar: 

2) · jikc;l S.PTPD tidak disampaikan kepada Kepaia Daerah dala 
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak 
sarnpaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dala 
surat teguran; .'.:., r: ! 

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak ya, 
terutang dihitunq secara jabatan . 

Pasa114 

Berdasarkan SPTPP sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1 
Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitka 

'SKPD. 
t Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan sun 

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarka 
Peraturan Perundang-·Undangan Perpajakan. 

BABVH 
PENETAPAN PAJAK 

Pasal13 

.. 
.. 
,. 
~ 

~ c 

,a ,,. 

··-~-- . ·.i 
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,. 

,· .. 
iurnlah Pajak yang teruiang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
~ada ayat (1) huruf a angka 3), dikenakan sanksi administratif berupa 
lenaika·n sebesar 25 % (dua puluh. lima persen) dari pokok pajak 
titarnbah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 
~bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
angka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak· 
;aat terutangnya pajak. 

. . 
lJumlah· kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB 
~ebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) 
~ikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2. % (dua 
persen) sebulan dan pajak yang kuranq atau terlambat di. bayar untuk 
(angka waktc paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak. · . · ~ -. . 

uurnlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT 
~ebgaimana dimaksud pada ayat (1) . huruf b dikenakan sanksi 
~dminis'tratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen). 
t . 

Kenaikan sebaqairnana dimaksud · pada ayat (3) tidak dlkenakan . 
,pabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum melakukan tindakan 
~emeriksaan. 

ib. sKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang sernuta 
~ belum terungkap yang rnenyebabkan.penambehen jumlah pajak 
r- terutang; 
re. SKPDN apabila [urrilah pajak yang terutanq sama besarnya dengan 
~ jumlah kredit pajak .atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredlt 

pajak. 



etiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajal< yang terutang berdasarka 
KPD sebagaimana dimaksud daiam · Pasal 13 ayat ( 1) yangdibayc 
~ndiri oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. 

Pasal16 

BABVIII 

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal15 - 

I 
ii: . 

isupati dapat menebitkan STPD apabila: 

~-a. Pajak dalam tahunberjalan tidak atau kurang dibayar;_ 
: Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran 

sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; 

b. W~iib Pajak dikenakan sanksi admlntstratlf berupa bunga dan atau 
~ denda. . . . r · i w ·:. :· '. ·~ . i 

~um!ah kekurangan pajak yang ·": terutang dalam _ SKPDKE 
kebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angkc 
?)dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 %. (due 
persen) sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat d 
bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pu\uh empat) bular 
~ihitung sejak saat terutangnya pajak. 

- -?ajak yang terutang rnenurut SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atai 
· ¢urang dibayar setelah jatut, tempo pembayaran dikenakan sanks 
tdministiatif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagll 
nelalui STPD. · 

... 

in-i.,o..-,,·-·. 
~: 



.. 

~jak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak 
lerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat. Keputusan Pembetulan, 
~rat Keputusan Keberatan, dan: t Putusan Banding yang 

. enyebabkan jurrilah pajak yang harus dibayar bertambah. 
ipaf atas pennohonan Wajib Pajak setelah rnemenuhi persyaratan 
l"•9 ditentukan dapat memberikan Persetujuan kepada Wajib Pajak 
tuk mengangsur. atau menunda pembayarari pajak dengan 
ienakan bunga sebesar 2 ll/o (dua persenjsebulan. 

ta cara pernbayaran, penyetoran, ternpat pembayaran angsuran 
n penundaan pembayaran paiak diatur dengan Peraturan Bupati. 

pajak yang : terutang harus dilakukan sekaligus atau 

Pdsal17 j_ 
~ 
ii 

~mbayaran 
has. 

fernbayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah melalui 
!>inas Pendapatan atau pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati. 
-lembayaran pajak s ebaqaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan 
lengan menggunakan $SPD. ~ . 
\entuk, [enis, isl, ukuran SSPD, dan tata cara pembayaran serta 
anggal jatuh tempo pembayaran pajak terutanq ditetapkan oleh 
iupati.·· 
~ 
& 
'!! 



SKPDLB; 

SKPDN; 

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkt 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

SKPDKB; 
SKPDKBT 

. . ' 

fajib P;;tjal< dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati ata 
~jabat yang ditunjuk atas suatu: 

SKPD; 

Pasal 19. 

KEBE RA TAN DAN BANDING 

BABX 

pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 
\(eputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan 
~eputusanBanding yang tidak atau kurang dlbayar oleh Wajib Pajak· 
~adawaktunya, dapat ditagin dengan Surat Paksa. 

Penagihan pajak den~an Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan 
,e~aturan perundang-undangan. 

Pasal18 

·TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

BAB 1x·· . . 
t . 



------ -- ------- 

9 
. .... · 

l 
~upati daiarn jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak 
~nggal Surat Keberatan diterima, harus member! keputusan atas 
[eberatan yang diajukan. 
! 
ieputusan Bupati atas keberatan oapat berupa menerima seluruhnya 
~au sebagian, rnenolak, atau menambah besarnya pajak yang 
~rutang. 

Pasal20 
•· p 

~ ' 
reberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai 
~urat Keberatan_sehin~ga tidak dipertirnbanqkan. 
fanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau 

:: ~ejabat yang ditunjuk atau tanda penyiriman surat keberatan melalui 
iurat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. 
u » 

~ Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai 
Ill • I ~ alasan-alasan yang Je as. . . 

• ~ Keberatan ha~s diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
~bula11 sejak tanggal surat, tanggal · pemotongan atau pemungutan 
;_sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), kecuali jika Wajib Pajak dapat 

rnenunjukkan bahwa janqka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
~keadaan di luar kekuasaannya. Keberatan · dapat diajukan apabila 
swajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah 
~disetujui Wajib Pajak. · 
'i 
E 
i: 

I 
!: 



tnbalari bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung sejak 
11Jlan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 

;alarn hal keberatan Wajib· Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, 
l!/ajib Pajak dikenai sanksi adrninistratlt berupa denda sebesar 50 % 
~a puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan 
~beratan dikurangi ·dengan pajak yang telah dibayar sebeTum 
iengajukan keberatari. · 
? 

! . 
f 

[s 
w 

·aika pengajuan . keberatan atau permohonan banding dikabulkan 
iebagian atau seluruhnya, keleblhan pembayaran pajak dikembalikan 
lengan _ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan 
!ntuk paling lama 24 (dua puluh ernpat) bulan, 
! . 

~ajib Pajak dapat mengajukan permohona'ri .. banding hanya kepada 
!_pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang 
fpitetapkan oleh Bupati. . . 
t 
~ermohonan banding sebagaimana dtrnaksud pada ayat (1) diajukan 
~ecara·· tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas 
~alam jang_ka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri 
~afinan dari surat keputusan keberatan tersebut. 

~engajuan perrnohonan banding - menangguhkan kewajiban 
inembayar paiak sampai denqan 1 (satu) bulan sejak tanggal • 
tenerbitan Putusan Banding. · _ 

: ·Pasai22 
c- 

Pasal21 

iApabila jangka ,1_1a~u sebagaim~na dimaksud pada ayat (1) telah 
~lewat dan Bupati tidak rnernberi suatu · keputusan, keberatan yang 

~ jdiajukan terneb~t dianggap dikaoulkan. 
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f 

- --f 

;:>alam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 
§ldministratif berupa denda . sebesar 50% (lima puluh persen) 
iebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan . 
!)alam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % 
(seratus persen) dari jumlah pajak·· berdasarkan Putusan Banding 
fikurangi dengan pembayaran pajak yang· telah dibayar sebelum 
t,engajukan kebsratan. 
I! 
ii 
t 
II l BAB XI .. ~ . 
i1eETULAN, PEMBATALAN, PENGURAN(;AN KETETAPAN DAN 
~GHAPUSAN AT AU PENGURANGAN:·sANKSI ADMINISTRA TIF 
I . =· r . 
[ ~ Pasal23 
~· t 
{upati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat 
aembetulkan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang 
ltlam penerbitahnya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung 
jm atau kekeliruan dalarn penerapan peraturan perundang-undangan 
j!rpajakan daerah. 
t . 
~pati dapat: 

~ rnenquranqkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa 
!bunga, denda, dan kenaikan pajak · _yang terutang menurut' 
~peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal 
?anksi tersebut dikenakan karena, kekt:ilafan Wajib. Pajak atau 
~bukan karena kesalahannya; 

. • 

. 'W-· . ;i. 



p- Masa pajak: 

?· Besarnya kelebihan pembayaran pajak; 

r Alasan yang jelas. 

!- • BAB.XII 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasat24 
. ~Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajul 
iPem,ohonan pengembalian kepada .. Bupati secara tertulis den! 
~enyebutk&n sekuranq-kuranqnya; '.:·'.':: ' ( · 
! . -;{ 

p. Nama dan alamat Wa.iib Pajak; · 

- l e.-mengurangKan ketetapan pajak terutang berdasark 
} pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau konc 
t tertentu objek pajak. 
f 
\ Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi adminsitrasi c 
i pengurangan atau pembatalan. ketetapan pajak . sebagaimc 
~ dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 
' • 

. 
\ 'e .. mengurangkan atau membatalkan STPD; 

: d, membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak ya 
' dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara ya 

' ditentukari; dan : 

~ b. niengurangkan atau ·. membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKI 
! atau -STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 



1: 

~ Alas an yang jelas, 
; 
Ii 
ti 
Ii 

I 

• 

~u!is kepada Bupati · sekurang - kurangnya dengan menyebutkan: 
f Nama dan alamat Wajib Pajak; 

~ Masa pajak; 

i Besarnya kelebihan pernbayaran pajak; 
=- ··. •t, ·. 

pengembalian kelebihan · pembayaran pajak diajukar 

Pasal25 

!!, .: 
It .. ~ 
ft, e 
i 
~itnohonan 
icara 

iupati dalarn jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
i1terim~nya pei:moho~an pengembalian ke~eb.ihan p~mbayaran pajak 
Jebaga1mar.a dimaxsud pads ayat (1) harm, membenkan keputusan. 
!pabila j~ngka waktu _s_ebagaimana dimaksud pada ayat (2) dil~mp~ui 
3upati tidak memberlkan keputusan, permohonan penqemballan 
~iebihan perhbayaran paja_k dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 
iterbitkan dalam waktu paling lam~ 1 (satu) bulan. 

_ jp~bila Wajib .Pajak rnernpunyal . utang pajak lainnya, kel~bihan 
tmbayaran pajak sebaga1m~na d1~aksud Pada ayat (2) langsung 
Uperhitungkan untuk rnelunasi terleblh dahulu utang paiak dimaksud. 
fengembalian kelebihan pernbayara pajak ·dilakukan dalarn wakn, 
Lurm iama 2 (dua) bulansejak ditebitkannya SKPDLB. 

E
11abila 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilaklikan setelar 
at waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupat 

emberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebular 
· fasketerlanibatan pembayaran kelebihan pajak. . . · 

:·~ ~ 
,: ~ ·~: t ' ~ •• i . 

::y-- 



. . 
~- ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsu1 
r,aupun tidak langsung. 
I 

~ § 
i 

~H~k untuk melakukan penaqihan. Pajak rnenjadi kedaluwarsa seteh 
~elampaui waktu 5 (lima) tahun . terhitung sejak saat terutangn~ 

---!Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidar 
~erpajakan daerah. . 

p<edaluwarsa penaqlnan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 
~ertangguh apabila: · 

;1· diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 

Pasal27 .. 
•· 

BAB XIII 
KADALUWARSA PENAGIHAN 

i Pengernbalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan denga 
,menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak. ~ 
iApabila kelebihan ·t,embayaran pajak diperhitungkan dengan utar 
~pajak lainnya, sebagaimana dimaksua dalam Pasal 24 ayat (, 
lpembayarannya dilakukan dengan cara pernindahbukuan dan bul 
~ef"!'lindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 
IH .~·j ~- 

~ 

Pasal26 

;perrriohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaika 
lsecara langsung atau rnelalaui pos tercatat, 

isukti penerirnaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman po 
~- ;tercatat merupakan bukti saat permohonan dlterima olsh Bupati. - . ·, . 

:!; ;, "\ 



1: 

Jajib · Pajak yang meiakukan usaha dengan omzet paling sedikit R~ 
JJ0.000.0001- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajit 
~e~ye!enggarakan pernbukuan atau pencatatan. 

!tteria Wajib Pajak . dan penentuan besaran omzet serta tata care 
~mbukuan atau pencatatan sebaqairnana dirnaksud pada "ayat (1 
J3tur dengan Peraturnn Bupati. 
J - 
ra ,1 
~ 
~ 

Pasal29 

BAB XIV 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

·lupati menetapakn Kep~tusan _Penghapusan Piutang 
:jJOah kedaluarsa sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) 
I . . . 
iir, • 

i. 

I 

~ 
~ lam hal dite(bitkan Surat T eguran dan Surat Paksa sebagaimana 
i~aksud pada ayat (2) huruf a. kedalu~arsa penagihan dihitung 
fejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. 
fengakuan utang Pajak secara langsung sebagaima_na dirnaksud 
- ada ayat (2) huruf · b adalah WaHb Pajak dengan kesadarannya 
?ienyatakan masih rnempunyai utang Pajak dan beium melunasinya 
iepada Pemerintah Daerah. . 

fengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
-ayat (2) huruf b dapat diketahui dari .. pengajuan permohonan angsuran 
ltau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 
Jajt!{. · - · rr:t..;· - 1 Pasal28 
~ 
~ 
fiutang Pajak . yang tidak mungkin ditag:h iagi karena hak untuk 
telakukan penaqihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

Pajak , yar,g 

!i- •• t. 
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~nstansi yang melaksanakan pemunqutan Pajak dapat diberi inset 
~tas dasar pencapaian kinerja tertentu. 
~emberian insentif sebagaiman~ di;,,aksud pada ayat (1) ditetapk 
rnelatui Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah. 
;rata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaima 
plmaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundar 
.unoanqan. 

INSENTIF PEMUNGUTAN 
Pasa! 31 

~ 
l'I 
,.., 
;, 

Pasal30 ,..ii, ;:.. 
~ . ' . . 
lupati berwenang melakukan pemsriksaan untuk menguji kepatuha 

· emenuhan kewajiban: . perpajakan daerah dalam rangk 
~elaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

cVVajib Pajak yang diperiksa wajib: 
ia.. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatai I dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yar 
E berhubungan derigan objek Pajak yang terutang; • 41 . . 
iP: memberikan kesempatan untuk rnernasuki tempat atau ruanqs 
ff yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancars f pemeriksaan; dan/atau . . · . · 
i. memberikan keteranqan yang diperlukan. 
! 
iKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diat 

. _fengan 'Peraturan Bupati. . 
~ BABXY 



1 

,etiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala 
tsuatu yang diketahui atau diberitahuken kepadanya oleh Wajib 
~jak calam rangka jabatan atau . pekerjaannya untuk menja\ankan 
~tentuan peraturan perundanq-undanqan perpajakan daerah. 
r. 

brangan sebagaimana dimaksuo pada ayat (1) berlaku juga terhadap 
Lnaga ahl'. yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam 

- -t!aksanaan ketentuan peraturan perundanq-undanqan . perpajakan 
raerah. · · 
! . ' 
!ikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wat (2) adalah: . 

· i Pejabat dan tenaga ahH yang bertindak sebagai saksi atau .saks 
i ahli dalarn sidang pengadilan; 
t 
~ Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untus 
~ mernberikan keteranqan kepada -pejabat lernbaqa · negara atai 
~ instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaar 
f dalam bidano keuangan daerah. 
l - . 

!nJ;,ik kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis 
·epada peiabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahl 
tbagaimana dlrnaksud pada ayat (2),'\aga_r memberikan keterangan 
~emperlihatkan bukti tertulls dari · atau tentang Wajib Pajak kepad: - 
mak yang dituniuk. 
I 

BAB XVI 
KETENTUAN KHUSUS 

Pasal32 .• 

.. 

. . ~l"!' 

. ;;!; 
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PEhlYIDIKAN I! 
i I . Pasal33 
i Pejabat Pegawai Negeri Slpil tertentu di lingkungan Pemerint I Daeran diberi wewenang khusus sebaqai Penyidik untuk melakuk 
J penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaima 
i. dimaksud dalam Undang-Undang Hukuni Acara Pidana . .. j Penyidik sebagaimana dimaksud-- pada ayat (1) adalah pejal 
~ pegawai neqeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah ya 
! diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentc 
! peraturan peruncanq-undanpan.. · 

---1 Wewenang Penyidik sebagaimana·dimaksud pada ayat (1) adalah; ~ ., 
~ a rnenerirna, rnencari, rnenqurnpulxan, dan rneneliti keterangan a 
- laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpalal 
! Daerah da~ Retribusi agar keterangan atau laporan terse 
; rnenjadi lebih lengkap dan jelas; 
i; t 
ll 

i 

• 

i Untuk kepent;ngan pemeriksaan dLpengadilan dalam perkara pidan 
~ atau perdata, atas permin,aan haklm ,.~es,4ai dengan Hukum Aca1 
j Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertul 
~ kepada pejabat ~ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ~~~!~aa.t 
~ sebagaimana. dirnaksud pada ayat · (2), untuk membenkan de: 
~ memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Paj~k yang ac 
~ padanya. . 
I Permintaan hakim s~bagaimana dlmaksud pada ayat (5) hem 
I menyebutkan nama tersanqxa atau nama tergugat, keterangan yar I diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata ya1 I bersar.igkutan dengan keterangan yang diminta 

i BAB xvn 
... 

.• 
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: _::1,~:· 
-i 

i meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
~· pribadi atau Sadan tentan9 ksbenaran perbuatan yang dilakukan 
j sehubungan dengan·tindak pldana perpajakan Daerah; 

1. merninta keteranqan d~n baha~ bukti ~ari. orang priha9i atau Sadan 
'i sehubungan dengan tmdak pidana d1 bldanq perpaiakan Daerah 

_ dan Retribusi; · 

i. memeri!<sa buku, catatan, dan dokumeli lain berkenaan dengan 
1 tindak pidana di bidang perpajakan. D~~r~h. dan Retribusi; 
l melakukan penggeledahan untuk.xmendapatkan bahan bukti ·I pembukuan, pencatatan, da!l dokurnen lain, serta melakukan 
,,, penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

I memlnta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tuqas ~ . 
; penyidikan tindak pidana di l;>lct~ng perpajakan Daerah dan 
i Retribusi; 

., meryuruh berhenf dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
e ruaosan atau ternpat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
:i dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 
.: dibawa; · · 
}! • .. g mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
; perpajakan.Daerah dan Retribusi; 

·! me111an~gil orang u~tuk didengar keterangannya . dan diperiksa 
! sebagai tersa~gka atau saksi; 

! menghentikan penyidikan: dan atau 

; melak.ukan tindakan lain yang perlu · untuk kelancaran penyidikar 
~ tind.ak pidana di bidang perpajakan Daerah dsn Retribusi sesua 
~ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ., ... 



~ - = 

" ~ .. 
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• i 
J e 
I 

• 

--~ 

;~ p~nyidik sebagaimana dimaksud pada _ayat (1) . membe_ri~ahuki ·!? dimulainya penyidikan dan menyarnpa1kan basil peny1d1kar:m~ 
j. kepada Penuntut Umum · melalui Penyidik pejabat Polisi Nega 
..... Republik Indoneste.. sesuai dengan ketentuan yang diatur dala 
~ Undang-Undang Hukurn Acara Pidana . 

. BAB XVIII - 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 34 

- 
j;. 

~ 
i. 
-- .. ,: I) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTI i atau mengisi- dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirk 
:~ keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 
~ ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipida 
~ dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pida I denda paling banyak 2 (dua) kali [umlah pajak terutang yang tic I atau kurang .dibayar, ··-s _ 
I 
ti .. . l Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak rnenyarnpalkan SPTPD a 
:I rnenqisl dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirl 
I kete_rangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 
I ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidc 
! dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana de, 
I paling banyak 4 (empat) kali jurnlah pajak terutang yang tidak a 
1 kurang dibayar. - -- 
; 



15 

• 

Pasal36 
.. 
""' .... -:m - 
'ipejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena 
·t! ealpaannya tidak rnemenuhi kewajican merahasiakan hal 
. ebagaimana dimaksud dalam Pas al 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana 
jjengan pldana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda 
j;aHng banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). 

fpej~bat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan 
·1;engaja tidak rnernenuni kewajibannya atau seseorang yang 
jnenyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebaqaimana 
jimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana denqan 
j>idana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling 
Janyak Rp 10.000.000,- (sepuluh jut .. 1 rupiah). 

i>enuntuta.n terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
t1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 
ierahasiaannya dilanggar. 
!' 

[untutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
jesuai dengan sifatnya · adalah menyangkut kepentingan pribadi 
~seo.ang atau Sadan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 
tarena itu dijadikan tindak pidana penqaduan . 

I 

~- 

l 
~ 
J;._ 
-~ == z iak pidana di bidang . perpalakan ~aerah tidak dituntut . setelah 

... iampaui jangka waktu 5 (llma) tahun sejak saat terutangnya paiak atau 
pt<hirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau 
i.akhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan . 

·~~~ff·~· 

·=--- 
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KETENTUAN PENUTUP 
BAB XIX 

• • 
i 
' l • t 
I 

l 

7 

i 
r 

~ 
" I 
i 
I 
I 
( 
r 
"' r, 
n 
!i 

teraturan Daerah ini rnulai ber!aku pada tanggal diundangkan. 

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penqundanqan 
feraturan Oaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
tab.upaten Buton Tengah. 
r· ' .··;,. 

~ 

~ 
~enda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dan Pasal 36 ayat (1) d, 
rayat (2) me'.upakan penerimaan Negara. 

Pasal37 
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LEMBARAN DAERAH NO: 9 (9/81/2016} 

prs. H. LA ODE HA IMIN MM 
Pembina Muda, IV/d 

NIP .19591231 1991 3 1 059 

SEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN, 

Diundangkan di Labungkari 
pada tanggal 21 Oktober 20'i 6 

LA ODE ALI AKBAR 

Pj. BUPATI BUTON TENGAH, 
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I 
I 

Ditetapkan di Labungkari 
pada tanggal 21 Oktober 2016 
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